
 

 
 

 

 
 

WALI KOTA  TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 10 TAHUN  2024 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pergeseran 

anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis 

belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek 

belanja, dan bahwa pergeseran anggaran antar objek  belanja 

dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

APBD; 

 b.  bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 

57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

Fisik, dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik menyebutkan bahwa dalam hal APBD 

telah ditetapkan sebelum informasi alokasi DAK Fisik per 

bidang/subbidang per Daerah atau sebelum penetapan 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN yang memuat 

alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 

menganggarkan DAK Fisik dengan melakukan perubahan 



Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD tahun 

anggaran berkenaan, sesuai perundang-undangan; 

 c.  bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 

900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 hal Hasil Pemetaan 

dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK 

Tahun Anggaran 2024 huruf B angka 6 menyebutkan bahwa 

dalam hal dokumen penganggaran DAK Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum sesuai dengan 

hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, pemerintah daerah 

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam 

peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2024 sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 d.  bahwa berdasarkan surat usulan pergeseran dari Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Nomor 

B/900.1/161/5.13.01/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal Pemetaan 

dan Pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK 

Tahun Anggaran 2024, surat usulan pergeseran dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Nomor B/556/119/5.4.01/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal 

Usulan Pergeseran Anggaran, surat usulan pergeseran dari 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Bestari  

Kelurahan Dompak Nomor B/900/72/7.3.13.01/2024     

tanggal 6 Mei 2024 hal Permohonan Perbaikan Anggaran     

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, dan surat usulan 

pergeseran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah         

Kecamatan Bukit Bestari  Kelurahan Tanjung Unggat        

Nomor B/900/066.1/7.3.11.01/2024 tanggal 13 Mei 2024    

hal Permohonan Perbaikan Anggaran Pada APBD Tahun 

Anggaran 2024; 

 

 



 e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Wali Kota  Nomor 70 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024;   

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan   Pemerintah   Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pangadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12   Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Tahun 2021 Nomor 63); 

18. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 75); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019        

Nomor 157); 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13    

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia       

Tahun 2020 Nomor 288); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 630); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 229); 



30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14); 

31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 59); 

32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah             

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang 

Tahun 2023 Nomor 66); 

33. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang   

Tahun 2021 Nomor 326); 

34. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 

504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 512); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504) 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 512) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3),  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 10 

(1)  Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 

a direncanakan sebesar Rp1.011.736.880.649,00 (satu triliun sebelas 

miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu 

enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi 

sebesar Rp1.011.786.880.649,00 (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus 

delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus 

empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja  pegawai  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  huruf a 

direncanakan sebesar Rp519.318.688.855,00 (lima ratus sembilan belas 

miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh delapan 

ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian 

menjadi sebesar Rp552.450.825.780,00 (lima ratus lima puluh dua miliar 

empat ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh 

ratus delapan puluh rupiah). 

(3)  Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp418.340.016.977,00 (empat ratus delapan belas 

miliar tiga ratus empat puluh juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh 

puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 

Rp418.390.016.977,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus 

sembilan puluh juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh 

rupiah). 



(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan  

sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(5) Belanja  subsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

(6) Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e 

direncanakan sebesar Rp39.267.658.676,00 (tiga puluh sembilan miliar 

dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu 

enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi 

sebesar Rp40.846.037.892,00 (empat puluh miliar delapan ratus empat 

puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua 

rupiah). 

(7) Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  

direncanakan sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 14 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 

direncanakan sebesar Rp137.853.921.118,00 (seratus tiga puluh tujuh 

miliar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu 

ribu seratus delapan belas rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi 

Rp137.803.921.118,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga 

juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal bangunan dan gedung; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 
 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta 

rupiah). 

 



(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp32.861.131.475,00 (tiga puluh dua miliar 

delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat 

ratus tujuh puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi 

Rp36.997.414.714,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan 

puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat belas 

rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   

(5) huruf c direncanakan sebesar Rp30.353.175.609,00 (tiga puluh miliar tiga 

ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus 

sembilan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp30.303.175.609,00 

(tiga puluh miliar tiga ratus tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu enam 

ratus sembilan rupiah). 

(6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.093.500.672,00 (lima puluh satu 

miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu enam ratus tujuh puluh dua 

rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi Rp62.633.737.445,00 (enam puluh 

dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu 

empat ratus empat puluh lima rupiah). 

(7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp6.403.940.600,00 (enam miliar empat 

ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah). 

(8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp1.116.179.000,00 (satu miliar seratus enam belas 

juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dilakukan penyesuaian 

menjadi Rp1.225.652.750,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta 

enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II  

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 



Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

        Ditetapkan di Tanjungpinang 

                                                         pada tanggal 20 Juni 2024 
        Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

 

 
 

 

                      ANDRI RIZAL 
 

 

 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 20 Juni 2024 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 

 

  
 

 

ZULHIDAYAT 

  
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 514 


